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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tersebut terbagi atas beberapa daerah provinsi. Daerah-

daerah provinsi terbagi atas beberapa Kabupaten dan Kota. Setiap daerah 

tentunya tidak dapat terlepas dari adanya peran pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Otonomi dilandaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dilandaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan digantikan oleh Undang-

Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Menurut Yoyo Sudaryo dalam bukunya mendefinisikan otonomi 

daerah adalah suatu hak, wewenang atau kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.1 
Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi 

adalah daerah yang dapat mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan 

daerahnya sendiri tanpa adanya ikut campur dari pemerintah pusat. 

                                                             
1 Yoyo Sudaryo, et. all., Keuangan di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 

85 
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Tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan 

kemandirian daerah, memperbaiki transparasi dan akuntabilitas publik 

mengenai pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan reponsivitas 

pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik 

dalam pembangunan suatu daerah, meningkatkan efisiensi maupun 

efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong 

demokratis di daerah.
2
 

 

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah 

merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi 

aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentraslisasi adalah 

“pelimpahan kewenangan dari tanggungjawab akan fungsi-fungsi publik 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.”
3
 Desentralisasi 

mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, 

keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan, hubungan yang serasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah 

disebutkan bahwa untuk melaksanaan kewenangan pemerintah daerah, 

pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, lain-lain pendapatan yang sah dan 

Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam didaerahnya. 

Di samping dana perimbangan Pemerintah Daerah mempunyai sumber 

pendanaan sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah, pembiayaan dan 

lain-lain pendapatan.  

                                                             
2 Mahmudi,  Manajemen Keuangan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 2  
3 Suwandi, Desentralisasi Fiskal, (Yogyakarta: DeePublish, 2015), hal. 87 
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Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

mewujudkan asas desentralisasi.
4
 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan 

daerah. Oleh sebab itu kemampuan suatu daerah untuk menggali 

Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan 

pembangunan di daerah tersebut. Disamping hal tersebut semakin besarnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD maka akan semakin 

kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintahan pusat. 

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting 

dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah 

karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak 

dan inisiatif pemerintah daerah itu sendiri demi kelancaran dan 

penyelenggaraan urusan daerahnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa 

salah satu sumber pendapatan  daerah adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD),  yang terdiri  dari  hasil pajak  daerah, hasil retribusi daerah,  hasil 

pengelolaan kekayaan  daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  

sah.  Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam bukunya menjelaskan bahwa 

saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait 

                                                             
4 Chindy Febry Rori, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013”, Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi, Vol. 16 No. 02, 2016, Universitas Sam Ratulangi: Manado, 2016, hal. 245, dalam 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/12382/11958, diakses tanggal 30 

Agustus 2018 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/12382/11958
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dengan upaya untuk meningkatkan  penerimaan daerah keterbatasan sarana 

dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan 

pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap  Belanja  Modal,  apakah 

karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.  

Setiap daerah berbekal  kemampuan keuangan  yang  beragam  dalam 

mendanai kegiatannya, hal ini  menimbulkan ketimpangan  fiskal antara satu 

daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan 

fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah 

satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi  Umum 

yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang 

selaras dengan penyelengaraan urusan pemerintahan.   

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah 

mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja 

Modal di daerahnya. Namun pada  kenyataannya,  transfer  dari  pemerintah  

pusat  merupakan sumber  dana utama pemerintah daerah untuk  membiayai 

operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal  

merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari  DAU,  dan  

diperhitungkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam APBD.  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar suatu daerah untuk 

menandai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan 
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desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat block grant yang berarti 

penggunaannya diserahkan kepada daerah seutuhnya sesuai dengan prioritas 

dan kebutuhan daerahnya itu sendiri guna untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU 

adalah Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, 

termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang 

dimaksud yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan 

menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan 

komitmen atau prioritas nasional.  

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan sangat memiliki peran 

yang besar bagi sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya akan 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. 

Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga akan menyebabkan 

penurunan Pendapatan Asli Daerah sehingga menghambat pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh 

pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi 

peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga akan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak akan 

terhambat. 
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Dalam kebijakan penggunaan dananya diserahkan kepada pemerintah 

daerah dan seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya 

sendiri maupun dari bantuan pemerintah pusat akan digunakan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah disini termasuk 

dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Salah satu komponen 

belanja langsung adalah belanja modal yang memiliki kegunaan jangka 

panjang.  

Belanja modal digunakan sebagai pelayanan publik merupakan 

belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah 

aset) yang  ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang 

hasilnya  dapat  digunakan langsung oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki 

kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja 

Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Terkait dengan hal tersebut, diharapkan anggaran belanja barang dan belanja 

modal pemerintah pusat dapat dialihkan untuk pembangunan sejumlah 

infrastruktur strategis seperti di bidang pertanian, perairan, pendidikan, 

kesehatan, dan transportasi di seluruh daerah di tanah air.  

Pemerintah daerah mengalokasikan dananya dalam bentuk anggaran 

Belanja Modal dalam  APBD  untuk  menambah aset tetap dan  aset  lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan).  

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah menurut sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun 
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untuk fasilitas publik. Menurut Mardiasmo dalam bukunya mengatakan 

bahwa, pemerintah  tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab itu 

seluruhnya adalah milik publik, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah 

komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan  

untuk  belanja  rutin  yang  relatif kurang produktif. Sehingga pemanfaatan 

belanja hendaknya dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif  misalnya  untuk 

melakukan aktivitas pembangunan. Jadi, pemerintah daerah harus menyusun 

perencanaan dalam memanfaatkan penggunaan dananya sebaik mungkin, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut: 

إِذَاأَرَدِتَ أَنْ  تَفْعَلَ أَمِرّا فَتَدَبَّرَعَا قِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيِرّا فَامِضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانِتَهِ  ) رواه ابن 
 المبارك(

 

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah 

akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan 

tersebut jelek, maka tinggalkanlah.” (HR Ibnu Mubarak)
5
 

 

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Hasil yang ingin dicapai 

2. Orang yang akan melakukan  

3. Waktu dan skala prioritas 

4. Dana  

Dalam hal tersebut Jawa Timur merupakan salah satu daerah otonom 

yang berarti Jawa Timur memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya 

                                                             
5 Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2005), hal. 177 
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sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. 

Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional. Padahal 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan ke II tahun 2018 sebesar 

5,27 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

mencapai 5,57 persen. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur triwulan ke II tahun 2018. 

Grafik 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Triwulan 

II-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 

Dari grafik 1.2 diatas dapat dilihat Struktur PDB Indonesia menurut 

lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan II tahun 2018 tidak 

menunjukkan perubahan yang berarti yaitu 5,01 persen pada triwulan II-

2017, 5,06 pada triwulan I-2018 dan 5,27 persen triwulan II-2018. Industri 

pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar-eceran, 
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reparasi mobil-sepeda motor, dan kontruksi masih mendominasi PDB 

Indonesia. 

Grafik 1.2 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Triwulan II-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018 

Dari grafik 1.2 diatas dapat dilihat dari penciptaan sumber 

pertumbuhannya, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki sumber  

pertumbuhan  tertinggi  sebesar  2,11  persen,  diikuti  Perdagangan  Besar  

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,28 persen; 

Konstruksi sebesar 0,57; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,41 

persen. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan perekonomian 

di Jawa Timur triwulan II 2018 melebihi perekonomian Indonesia yang 

mencapai 5,57 persen. 

Fenomena yang terjadi saat ini pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa 

Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan adanya 
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perbedaan kebutuhan belanja modal antar suatu Kabupaten/ Kota di 

Wilayah Jawa Timur. Berikut adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur.  

Grafik 1.3 

PAD Jawa Timur Tahun 2014-2016 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah, 2018 

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terlihat dari grafik 1.3 di 

atas bahwa besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2014-2016 terlihat masih kecil. Dari tiga puluh delapan 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur hanya ada tiga kabupaten/ kota 

yang sumbangan Pendapatan Asli Daerahnya di atas rata-rata, yaitu 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah kabupaten/ kota Jawa Timur yang dibawah rata-rata 

masih banyak.  Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus dan 

berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan 



11 
 

 

memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat 

meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal sehingga pemerintah daerah 

dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat. 

 Grafik 1.4  

DAU Jawa Timur Tahun 2014-2016 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah, 2018 

Dari tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa persentase Dana Alokasi 

Umum yang diterima dari tiga puluh delapan kabupaten/ kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah 

Jawa Timur tergolong masih tinggi dikarenakan masih banyak kabupaten/ 

kota yang tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum-nya di atas rata-rata. 

Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber 

pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal 

di Jawa Timur. Namun, dengan semakin besarnya persentase Dana Alokasi 

Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, artinya bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masihlah tinggi. 



12 
 

 

Berdasarkan  latar belakang  permasalahan  yang  telah diuraikan  di  

atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian 

mengenai Belanja Modal. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa 

Timur (Perspektif Ekonomi Islam)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini dibatasi 

dengan kajian: 

1. PAD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur masih banyak yang rendah. 

Artinya pemerintah daerah belum memaksimalkan pengelolaan 

kekayaan didaerahnya. 

2. Pemanfaatan DAU dan DAK masih tinggi. Sehingga masih 

mengandalkan dana dari pemerintah pusat. 

3. Belanja modal lebih banyak digunakan untuk belanja  rutin yang  relatif 

kurang produktif. Sehingga pemanfaatan belanja hendaknya 

dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif  misalnya  untuk melakukan 

aktivitas pembangunan.  
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C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif 

Ekonomi Islam)? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi 

Islam)? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi 

Islam)? 

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal 

Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi Islam)? 

5. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh antara Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa (Perspektif Ekonomi 

Islam). 

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif 

Ekonomi Islam). 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif 

Ekonomi Islam). 

4. Untuk menguji signifikansi pengaruh secara simultan Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif 

Ekonomi Islam). 

5. Untuk menguji faktor mana yang paling dominan berpengaruh antara 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa 

Timur. 
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E. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna. Adapun kegunaan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada kajian bidang ilmu 

ekonomi makro, khususnya mengenai pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang 

berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus  dan belanja modal. 

b. Bagi Akademik 

Sebagai sumbangsih perbendaharaan keperpustakaan di IAIN 

Tulungagung tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus  dan belanja modal. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian dengan 

tema yang sama tetapi dengan faktor yang berbeda.  
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F. Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah 

1. Ruang Lingkup 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat 

variabel, yaitu: 

1) Tiga variabel bebas, X1 = Pendapatan Asli Daerah, X2 = 

Dana Alokasi Umum dan X3 = Dana Alokasi Khusus  

2) Satu variabel terikat, Y = Belanja Modal 

b. Populasi atau Subjek Penelitian 

Populasi atau subjek penelitian dari penelitian ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Belanja Modal Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur. 

2. Batasan Masalah 

a. Agar pembahasan skripsi ini jelas dan terarah apa yang hendak 

dicapai, maka peneliti perlu membatasi penelitian yaitu penelitian 

pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di 

wilayah Jawa Timur. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder tahun 2014-2016. Data sekunder didapatkan dari 

Direktorat Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan (DJPK) 

provinsi Jawa Timur dari tahun 2014-2016.  
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G. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

a. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki pemerintah daerah.
6
 

b. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi.
7
 

c. Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional.
8
 

 

 

 

                                                             
6 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang: UB Press, 2017), 

hal. 18 
7 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 142 
8 Abd Rachim AF, Barometer Keuangan Negara, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hal. 

53 
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d. Belanja Modal  

Belanja modal adalah seluruh pengeluaran negara yang 

dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi 

(dalam bentuk asset tetap ataupun asset lainnya).
9
  

2. Definisi Operasional 

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa 

Timur (Perspektif Ekonomi Islam). Pada penelitian ini, variabel yang 

diteliti terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. 

Yang mana X1 adalah Pendapatan Asli Daerah, X2 Adalah Dana 

Alokasi Umum, X3 adalah Dana Alokasi Khusus dan Y adalah Belanja 

Modal. Pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini yang dihasilkan 

dari data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian diuji 

menggunakan analisis uji statistik. Selanjutnya akan diketahui seberapa 

besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di 

wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi Islam). 

 

 

 

 

                                                             
9 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), 

hal. 206 
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H. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bagian dan  

VI bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan 

penjelasan secara sistematis agar dapat dipahami dengan jelas. Adapun 

sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Terdiri dari halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran, dan abstrak.  

2. Bagian Utama 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, serta memudahkan 

pemahaman, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi VI (enam) bab, 

yaitu: 

BAB I          PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang: latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan 

masalah, penegasan istilah serta sistematika penulisan. 

BAB II        LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tentang: landasan teori, kajian 

penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis 

penelitian. 
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BAB III       METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian terdiri atas pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik 

analisis data. 

BAB IV       HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data 

penelitian dan pengujian hipotesis.  

BAB V        PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan data 

penelitian dan hasil analisis data.  

BAB VI       PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan 

keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.  


